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VISI DAN MISI
PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019

VIS| PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Menghadirkan
kembali Negara
untuk melindungi
segenap bangsa
dan memberi
rasa aman pada
seluruh warga

Membangun tata
kelola

Memperteguh

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN

4 negara Pemerintahan
i1 e
yaitu: restorasi sosial demilg-attlis'dan
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga R

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

Membangun
Indonesia dari
pinggiran dengan

Melakukan

ke pu lauan. revolusi karakter dr::gl?-edr::;th
. . . S 9 PROG RAM dan desa dalam
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan PRIORITAS kerangka Negara

Kesatuan

demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan
memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 7

NAWACITA

Memperkuat
kehadiran Negara
dalam melakukan
reformasi sistem
dan penegakan
hukum yang
bebas korupsi,
bermartabat, dan
terpercaya

Mewujudkan
kemandirian
ekonomi dengan
menggerakkan
sektor-sektor
strategis
ekonomi
domestik

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang
tinggi, maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang
mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan
nasional.

Meningkatkan
produktivitas
rakyat dan daya
saing di pasar
internasional

Meningkatkan
kualitas hidup
manusia dan
masyarakat
Indonesia

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.



ARAHAN PRESIDEN

TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017
(HASIL SIDANG KABINET 10) FEBRUARI 2016)

TEMA RKP 2017

‘“MEMACU PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK
MENINGKATKAN KESEMPATAN

KERJA SERTA MENGURANGI
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
ANTAR WILAYAH".

v’ Pendekatan pembangunan: holistik,
tematik, terintegrasi, dan spasial

v/ Anggaran berorientasi manfaat utk
rakyat dan berorientasi prioritas
pembangunan nasional

v Kebijakan anggaran belanja tidak
berdasarkan money follow function,
ttp money follow program
prioritas. Tidak perlu semua tugas dan
fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata.

v Memangkas program
nomenklaturnya tdk jelas &tidak ada
manfaatnya bagi rakyat.

v Perencanaan dan penganggaran
yang terintegrasi dan terpadu.

TEMA RKPD 2017

PEMBANGUNAN YANG
BERKEADILAN DENGAN
PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA,
PERTUMBUHAN EKONOMI,
DAN PERBAIKAN LAYANAN
PUBLIK

KAB/KOTA

SINERGI TEMA RKP DAN RKPD 2017

Rumusan Tema Menurut
RPJMD DIY Tahun Ke-5

Mendayagunakan &
mengoptimalkan (SDM
unggul, kesehatan terjamin,

kemiskinan turun,
pengangguran turun,
investasi tumbuh, ekonomi
tumbuh & merata,
infrastruktur mantap,

masyarakat lebih berbudaya
& DIY lebih karakter)

Kebutuhan Perencanaan
Pembangunan di Tahun 2017

* Mengurangi Disparitas
Wilayah;

* Meningkatkan
Sumberdaya Manusia
Berkualitas;

* Meningkatkan Kualitas

Pendidikan;

* Meningkatkan
Kesempatan Kerja;

* Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi;

* Meningkatkan Kualitas
Layanan Publik. 3




Visi-Misi dan Tema Pembangunan 5 Tahunan

VISI KDH :
“Daerah Istimewa
Yogyakarta Yang Lebih

Misi Pembangunan DIY

5 (Lima) Tahun 2012-2017 :

2 1. Membangun peradaban yang
berbasis nilai-nilai
kemanusiaan;

2. Menguatkan perekonomian

NAWACITA : GATRA 2

Berkarakter, Berbudaya,
Maju, Mandiri dan
Sejahtera Menyongsong

Etakiin daerah yang didukung dengan =g felo] T/ N:1 /4T id
demokratis dan semangat kerakyatan, inovatif
terpercaya

Membangun tata
kelola
Pemerintahan
yang bersih,

dan kreatif;

Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik;
Memantapkan prasarana dan
sarana daerah.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
NASIONAL 2017 4,
Reformasi Birokrasi Pemerintahan

1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, I- =017 ===
transparan, dan Birokrasi yang responsif) I I
2. Program Pembangunan dan belanja | * Mendayagunakan |
pemerintah didasarkan azas manfaat, | & ) :
bermutu, efisien dan efektif — 2016 I mengoptimalkan 0
3. Penerapan disiplin, reward & punishment dan téOlS e Mendayagunakan %( f(seggﬂ:tr;gngul, :
sistem merit dalam birokrasi memantapkan
2014 . eI;/Iendayagtuknakan pembanggnan dae:ah ;c(erjgn;(i_n, . :
menguatkan emiskinan turun,
* Membangun & (SDM unggul, l@ggzclvjtr;%g:ellrjamhj pengangguran :
memantapkan . niskinan turun, emiskinan turun. 1 turun, investasi |
dasar (SDM pengangguran pengangguran tu’rqn tumbuh, ekonomi |
2013 E:rigi;l’inan turun, ekonomi ekonomi tumbuh & ’ tumbuh & meratal
' Meletakkan turun tumbuh & merata, infrastruktlr  infrastruktur :
dasar (SDM en a’n uran .merata' mantap) dengan mantap, . |
unggul 'E)urugn egk%)nomi infrastruktur semangat nilai-nil masyarakat lebih i
kemisk’inan tumbijh 2 mantap) dasar budaya mengju berbudaya & DIY |
PR ; lebih karakter) |
turun, merata, cita-cita renalssanqi e
infrastruktur infrastruktur Yogyakarta
tumbuh) maoarata)



MISI 1l
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK |

MISI III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yvang baik.

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Mewujudkan 1.Akuntabilitas | Meningkatkan Meningkatkan Nilai
pengelolaan kinerja efektivitas kinerja Akuntabilitas
pemerintahan pemerintah birokrasi dan Kinerja Pemerintah
secara efisien daerah layanan publik yang | dari B menjadi A.
dan efektif. meningkat. responsif,

transparan, dan
akuntabel.
2.Akuntabilitas | Meningkatkan Mempertahankan
pengelolaan profesionalisme Opini pemeriksaan
keuangan pengelolaan BPK yaitu Wajar
daerah keuangan daerah, Tanpa Pengecualian
meningkat. optimalisasi (WTP)

pemanfaatan aset
daerah, perbaikan
dan peningkatan
kinerja BUMD, serta
optimalisasi
pendapatan daerah.

Sasaran : Akuntabilitas kinerja pemerintah dacrah meningkat 2015 2016 i 2017 |t
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Nilai n/a n/a A A : A 1 Sesudah Perubahan
(Kementerian 1 :
PAN) ! 1
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Nilai B B n/a n/a 1 n/a 1 Sebelum Perubahan
(Kementerian " "
PAN) 1 I
Sasaran : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat H i
Opini pemeriksaan BPK. Opini WTP WTP WTP WTP | WTP i Tetap
Pemeriksaan | :
BPK I :




Tema dan Sasaran Pembangunan DIY (RKPD)
Tahun 2017

Tema Pembangunan DIY Tahun 2017 :
PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK

Indikator Sasaran

2016

-

2017

1. Derajat partisipasi masyarakat dalam| 63,46 % 65,40 % 67,28 % 68,58 % 70 %
pengembangan dan pelestarian Budaya.

2. Angka Melek huruf. 91,99 92,6 93,25 94,65 95

3. Rata-rata lama sekolah. 9,6 10 10,8 11,6 12

4. |Persentase satuan pendidikan yang menerapkan 0% 5% 10% 20% 40%
model pendidikan berbasis budaya.

5. Angka Harapan Hidup. 73,37 73,67 73,81 73,96 74,18

6.  |Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). 7,0 jt 7,4jt 7,8 jt 8,2 jt 8,5ijt

7. Indek Ketimpangan Antar Wilayah. 0,4530 0,4515 0,4465 0,4455 0,4445

8. Indeks Ketimpangan Pendapatan. 0,2980 0,2950 0,2898 0,2888 0,2878

9. Jumlah wisatawan nusantara. 2.602.074 | 2.754.981 | 2.877.493 | 2.955.679 | 3.001.377
Jumlah wisatawan mancanegara. 235.888 249.854 261.053 272.053 | 272.162

10.  |Lama tinggal wisatawan mancanegara 2,15 hari 2,25 hari | 2,35 hari | 2,45 hari | 2,69 hari
Lama tinggal wisatawan nusantara 2,00 hari 2,15 hari | 2,30 hari | 2,45 hari | 2,60 hari

11. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. B A A A A

12. Opini pemeriksaan BPK. WTP WTP WTP WTP WTP

13.  |Load factor angkutan perkotaan meningkat. 34,57% 36,57% 38,57% | 40,57% | 42,57%

14. | Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. 3,14% 6,29% 9,43% 12,58% | 15,72%

15.  |Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW 50% 60% 64,25% 64,50% | 64,75%
Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.




Ketimpangan Pendapatan dan
Ketimpangan Regional

0,500

«fl=Rasio Gini DI Yogyakarta
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Sumber: BPS, 2015

Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1.
Semakin  mendekati 0, artinya distribusi
pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin
mendekati 1, artinya distribusi pendapatan
semakin tidak merata, Pada Tahun 2014, rasio
gini DIY menurun, yakni 042.

0,35

i

2001 2002 2003 2004

0,30 -
2000

Sumber: BPSDIY

Ketimpangan antar wilayah di DIY ditunjukkan oleh
Indeks  Williamson, semakin tinggi angkanya,
menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang juga
semakin lebar. Pada tahun 2014 turun menjadi 0,456.
Penurunan  ini  menunjukkan  bahwa tingkat
ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di DIY
semakin berkurang karena ketersediaan saran
aprasarana dasar pada wilayah tertinggal semakin

meningkat, sehingga mendukung perbaikan akses
masyarakat terhadap pertumbuhan perekonomian
wilayah.

0,4700 0,4708
0,4517

il

2010 2011 2012 2013

04387 (4375 0,4409 0,4435 0,4432

i

2005 2006 2007 2008 2009

Kesenjangan antar wilayah semakin meningkat yang ditunjukan dari Indeks
Williamson yang meningkat dari tahun ke tahun

7




Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

Wilayah 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019
DKI Jakarta 5.4 6.5 7.2 7.3 7.9 SASARAN RPIMN
Jawa Barat 5.5 6.6 7.1 7.8 7.7
Banten 4.9 5.6 6.4 6.8 7.7 WILAYAH PULAU JAWA
Jawa Tengah 857 A7 = 75 77 PER PROVINSI
D.I Yogyakarta 5.3 5.9 6.1 6.4 6.5
Jawa Timur 6.2 6.6 T 7.3 7.9 TAH UN 2015'20 19
Bali 7.5 7.3 7.8 8.3 8.6
: Tingkat Kemiskinan (Persen)
Wilayah 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
DKI Jakarta 3.4 3.2 3.0 2.7 2.5
Jawa Barat 8.9 8.2 7.6 6.9 6.3
Banten 5.3 49 4.5 4.1 3.7
Jawa Tengah 13.1 12.2 B3 104 95
D.I Yogyakarta 13.8 128 | (118) | 109 9.9
Tawa Timur 2.0 T2 102 96 8.7
Bali 4.0 3.7 3.5 3.2 29
Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014
. Tingkat Pengangguran (Persen)
Wilayah 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
DKI Jakarta 9.3 9.1 8.8 8.5 8.3
Jawa Barat 8.6 8.3 8.0 7.7 7.4
Banten 9.6 9.2 8.8 8.4 8.0
[awa Tengah o4 5.2 Pen 4.9 4.7
D.I Yogyakarta 3.0 2.8 ( 26) 2.5 2.3
Jawa Timur 4.0 39 | 37 3.6 3.5
Bali 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014




20 71914 1595 1915 1899

Jumlah Penduduk Miskin

dan Garis Kemiskinan

] - 16 1 16,66 16,69
iode Garis Penduduk Persentase 14,55
-Svurvei Kemiskinan Miskin Penduduk
(Rp./Kapita/BIn) (ribu orang) Miskin (%)
Maret 2010 234.282 577,30 16,83 |
11,66 11,47
Sept 2011 257.909 564,23 16,08 b
3% Kemiskinan D.l.Yogyakarta  «@=% Kemiskinan Nasional
Maret 2012 260.173 565,32 16,05 8 : : : ‘ x ; . ; : :
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sept 2012 270.110 562,11 15,88
Sumber: BPS, 2015
Maret 2013 283.454 550,19 15,43 Tingkat kemiskinan D.| Yogyakarta dari 2004 s.d 2014 selalu berada di atas tingkat
kemiskinan Nasional
Sept 2013 303.843 535,18 15,03
Maret 2014 313.452 544,87 15,00 P E N D U D U K
Sept 2014 321.056 532,59 14,55
Maret 2015 335.886 550,23 14,91
MISKIN DIY

Sumber : Susenas Maret 2010-September 2015

20 -~
16,83
18 - . 16,08 16,14 16,05 15,88 .
16 - .\‘ﬁ e A 4 15;43 15103 15i00 14,55 ‘414,91 16
14 - - o = '\
12 4
12 1 Persentase Penduduk Miskin
6 - di Daerah Istimewa Yogyakarta
4 - Maret 2010 - September 2015
2 .
0 1 1 I 1 1 1 1 | I 1 1

Mar'l0 Mar'll Sep'll Mar'l2 Sep'l2 Mar'l3 Sep'l3 Mar'l4 Sep'ld Mar'l5 Sep'l5



Penanggulangan

|/f\m:r\|/:nnn

Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas perluasan
pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan

Penguatan respon pemerintah dan penyedia
layanan, serta partisipasi inklusif masyarakat dalam
pemenuhan pelayanan dasar

Penguatan sasaran dan keterpaduan data;
pemanfaatan data kependudukan (by name, by
addres dan by Nomor Induk Kependudukan)




1
2

AREA PERUBAHAN, HASIL YANG DIHARAPKAN,
DAN TUJUAN REFORMASI BIROKRAS

AREA PERUBAHAN

Manajemen Perubahan
(Mind set & culture Set) 4

Penataan Peraturan
Per-UU-an

Penataan & Penguatan
Organisasi

Penataan Tatalaksana

Penataan Sumber daya
Manusia aparatur

Penguatan Pengawasan |
4

Penguatan Akuntabilitas

P,
4

Kinerja y

Peningkatan Kualitas
Pelayanan publik

Terbangunnya perubahan pola pikir,
budaya kerja, komitmen, partisipasi, &
perubahan perilaku yang diinginkan

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang
tindih dan kondusif

Organisasi yang tepat ukuran dan tepat
fungsi (right size & right function)

Sistem, proses dan prosedur kerja yang
jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai
dengan prinsip-prinsip good governance

SDM aparatur yang berintegritas, netral,
kompeten, capable, profesional,
berkinerja tinggi dan sejahtera

Peningkatan efektivitas Pengawasan Intern
Pemerintah

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas
kinerja birokrasi

Meningkatnya kualitas pelayanan publik , \
serta pelayanan birokrasi yang makin
murah, cepat, mudah dan baik

> o 3 [RTT

1. Pemerintah yang
Bersih dan Bebas
KKN

¥

2. Efektivitas dan
Efisiensi Kegiatan
Pemerintahan

3

3. Peningkatan
Kualitas Pengambilan

Kebijakan

¥

4. Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik

INDIKATOR
KEBERHASILAN

/\\

11



8 Area Perubahan
Terhadap Tujuan Reformasi Birokrasi

(. Peningkatan * Manajemen Perubahan\
Kualitas Pelayanan (Mind & culture set)
Publik * Penguatan

Pengawasan
* Penguatan
Akutabilitas Kinerja
Peningkatan
N Kualitas
Pelayanan
Publik
Peningkatan Efektifitas dan
Kualitas Efisiensi
s Pengambilan Kegiatan
Kebijakan Pemerintahan
* Penataan Peraturan * Penataan &
Perundang- Penguatan
undangan Organisasi
* Penataan * Penataan SDM
Tatalaksana t Aparatur
12
N /




* Manajemen Perubahan\

(Mind & culture set)

* Penguatan
Pengawasan

* Penguatan
Akutabilitas

Kinerja

J

Efektifitas dan
Efisiensi ~N
Kegiatan

Pemerintahan

* Penataan &
Penguatan
Organisasi

* Penataan SDM

Aparatur

J

ARAH KEBIJAKAN

IMPLEMENTASI 8 AREA PERUBAHAN (1-2)

v' Penataan kelembagaan instansi
pemerintah yang tepat ukuran, tepat
fungsi, dan sinergis

Penguatan sinergitas antar lembaga (well

interconnected governance system).

Penerapan manajemen ASN yang transpa
ran, kompetitif, dan berbasis merit

untuk mewujudkan ASN yang

kompeten, berintegritas, dan berkinerja,

13



ARAH KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI 8 AREA PERUBAHAN (2-2)

(-Peningkatan
Kualitas Pelayanan
v’ Penguatan kelembagaan dan Publik

tatakelola pelayanan publik

v' Penguatan kapasitas pengendalian
kinerja pelayanan publik

v Peningkatan kapasitas dalam perum
usan dan pengelolaan
kebijakan publik

Mewujudkan bisnis proses yang sed
erhana, « Penataan Peraturan

C .. . Perundang-
transparan, partisipatif, dan berbasi undangan
s e-government * Penataan

Tatalaksana

Pelayanan Hukum yang update,
valid, responsif, dan aksesibel -

Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik

Peningkatan
Kualitas
Pengambilan
Kebijakan

14



II'IUIITIII'I u“n Matriks Penentuan Tingkat Risiko Multi Bencana di Daerah
Istimewa Yogyakarta

TINGGI RENDAH

RENDAH

SEDANG

BANJIR, GELOMBANG EKSTRIM
DAN ABRASI, CUACA EKSTRIM,
EPIDEMI DAN WABAHPENYAKIT,
TlNGGl GEMPA BUMI, KABAKARAN HUTAN
DAN LAHAN, KEGAGALAN
TEKNOLOGI, KEKERINGAN, TANAH
LONGSOR, TSUNAMI Konfiik Sosial

12 Jenis Bencana

N/

Gelombang Ekstrim & Abrasi,
Cuaca Ekstrim, Banijir, Epidemi
dan Wabah Penyakit, Gempa
Bumi, Gunung Api, Kebakaran,
Gagal Teknologi, Kekeringan,

Tanah Longsor, Tsunami, Konflik
Sosial. 15

Tingkat Risiko Rendah
Tingkat Risiko Sedang

Tingkat Risiko Tinggi







